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ABSTRAK

Implementas Peraturan Daerah Kota M edan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam
Rangka Pengelolaan 1zin Pelataran Parkir Di Kota M edan

Juni Arini

Npm : 1603100066

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat
sementara. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan,
khususnya Kota Medan. Keberadaan tempat parkir di Kota Medan sangat
membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Sejalan
dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang
dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus
kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. ini
tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat
memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta
memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui |mplementasi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan 1zin Pelataran
Parkir di Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode
deskiptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan 1zin Pelataran
Parkir Di Kota Medan, sudah Terimplementasi dan berjalan dengan baik. Hal ini
dikarenakan adanya tahapan-tahapan kebijakan, adanya keputusan yang diambil
untuk mengatasi permasalahan, adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan,
dan adanya intervensi pemerintah untuk mengubah kondisi yang ada yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sesuai dengan peraturan yang ada.

KataKunci : Implementas K ebijakan, Pengeloaan 1zin Pelataran Parkir
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai
dengan alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
(selanjutnya UUD NKRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
perludilaksanakan pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu secara

berkesinambungan.

Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses
pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan
memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan
publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan

masyarakat.

Masalah lalu lintas di Kota Medan erat kaitannya dengan masalah perparkiran.
Apabila ada kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang diparkir
sembarangan di jalan, terutama di kawasan padat lalu lintas, pasti akan

menimbulkan kemacetan. Padahal, di kawasan itu sudah ada rambu lalu lintas



dilarang parkir. Pembongkaran plang parkir oleh petugas Satuan Lalu Lintas
Polresta Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan di beberapa ruas jalan

yang sangat rawan kemacetan tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas.

Perpakiran menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan
disaat kendaraan — kendaraaan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu
tinggi akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga
menyebabkan kemacetan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan
berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : sekolah, kantor, pasar
swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain — lain. Usaha-usaha yang perlu
dilakukan untuk menangani masalah perpakiran tersebut, diperlukan pengadaan
lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan modal lahan parkir yang
tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir
(demand) dan prasarana yang dibutuhkan ( supply ) harus seimbang dengan

karakteristik perpakiran.

Transportasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam
perekonomian dan pembangunan di daerah, transportasi sebagai urat nadi (urat
darah) yang mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia. Salah satu pendukung
suatu negara yang maju dan kuat adalah transportasi. Oleh karena itu, transportasi
secara nasional, regional dan perkotaan harus diatur, diselenggarakan dan
diorganisasikan secara kesisteman, agar dapat melayani kebutuhan transportasi
secara efektif dan efisien untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi sosial
administrasi pemerintahan dan politik dalam kerangka mewujudkan kehidupan

masyarakat yang dinamis, berkeadilan, dan penunjang serta sebagai fasilitas



pendorong. Sebagai fasilitas penunjang, dimaksudkan akan meningkatkan
pengembangan berbagai kegiatan di sektor-sektor lain di luar sektor transportasi.
Sebagai fasilitas pendorong diharapkan akan membantu membuka daerah-daerah

terisolasi.

Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan,
khususnya Kota Medan. Keberadaan tempat parkir di Kota Medan sangat
membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh
sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan daerah Kota Medan
Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum,
Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir. Keberadaan tempat parkir

sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Pelataran Parkir di
tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir, jelas
dikatakan bahwa tarif untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar
Rp.1.000,- dan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.300, hal yang
terjadi dilapangan justru jauh dari harapan. Dilapangan, para petugas parkir
menaikkan hingga 200 persen. Tarif kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang
semula sebesar Rp. 300,- naik menjadi Rp. 1.000,- dan untuk kendaraan bermotor
roda 4 (empat) menjadi sebesar Rp. 2000,-. Anehnya, kejadian ini telah lama
berlangsung tanpa ada penegasan dari para dinas yang terkait. Dengan kata lain,

ada kenaikan illegal hingga 200 persen yang dilakukan oleh penggiat parkir.



Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang ditetapkan membuat para

pengelola parkir semakin memasang ‘aksinya'.

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota
metropolitan yang ada di Indonesia. Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang
besar, hal ini dilihat dari pesatnya perkembangan usaha dibidang perdagangan dan
industri. Dengan potensi ekonomi yang besar tersebut, diharapkan tidak
menimbulkan masalah-masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
itu sendiri. Untuk melakukan semua kegiatan, tersebut sudah tentu menggunakan
sarana transportasi. Sarana transportasi yang paling umum digunakan adalah
mobil dan motor yang setiap hari jumlahnya terus meningkat sehingga telah
membawa dampak terhadap masalah pengaturan parkir yang sering sekali ditemui

di Kota Medan.

Wewenang pemberian izin perparkiran belum jelas tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang mana. Ada tiga instansi yang saling lempar
tanggungjawab yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPPT) dan Dinas Pendapatan. Untuk itu panitia khusus (Pansus) rancangan
peraturan daerah (Ranperda) perizinan pelataran parkir, berharap tumpang tindih

wewenang pemberian izin pengelolaan parkir itu dapat segera diselesaikan.

Kebijakan parkir mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran.
Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran
maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan

perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara maksimal yaitu melalui peraturan



daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Pelataran Parkir

Ditepi Jalan Umum.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di berbagai tepi jalan umumyang
ada di Kota Medan peneliti menemukan bahwa tidak semua lahan parkir di Kota
Medan tidak mempunyai izin, ada juga lahan parkir yang sudah diberi izin oleh
pemerintah daerah. Dari Observasi yang sudah penelitilakukan, peneliti memilihi
tiga kecamatan di kota medan dimana tempat lahan parkirnya tidak mempunyai
izin, seperti di Kecamatan Medan Timur tepatnya di pelataran Rumah Sakit murni
teguh, Kecamatan Medan Sunggal yaitu di pelataran Rumah Sakit Bunda Thamrin
dan Kecamatan Medan Baru tepatnya Di Pajak USU. Peneliti menemukan
dilapangan ada beberapa juru parkir liar yang beroperasi di Kecamatan tersebut
belum mempunyai izin terhadap lahan parkir tersebut, padahal pada Peraturan
Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi
Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir sudah jelas
tertera pada pasal 5 bahwasannya orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan pelataran parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4b harus

mendapat izin dari kepala daerah dan didaftar ulang setiap bulannya.

Fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurusi masalah izin
pelataran parkir masih dipertanyakan, kenapa masih ada oknum-oknum juru
parkir liar yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian
tanpapernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk
daerah- daerah yang memang menjadi tempat umum atau publik. Jika kita menilai

secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan lama, jika



tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi
juru-juru parkir tersebut. Padahal sudah jelas pada Peraturan Daerah Kota Medan
No.7 Tahun 2002 Tentang |zin Pelataran Parkir di Tepi Jalan Umum pada pasal
12 ayat 1 yaitudilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin kepala

daerah.

Pemerintah daerah sudah jelas menetapkan bahwasannya tempat yang tidak
boleh dijadikan izin pelataran parkir yaitu badan jalan dan juga terdapat plang
yaitu dilarang parkir karena dapat menimbulkan kemacetan para pengguna jalan.
Sesungguhnya para juru parkir sudah tahu kalo tempat yang mereka dirikan
menjadi lahan parkir telah dilarang oleh pemerintah daerah tetapi para juru parkir
seakan tidak takut akan larangan dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah
daerah jika membuat parkir tanpa seizin pemerintah daerah. Sanksi yang diberikan
oleh pemerintah daerah sudah tertera pada Peraturan Daerah No.7 Tahun 2002
tentang lzin Pelataran Parkir pada pasal 35 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang
pribadi atau badan yang karena sengaja pada pasal 12ayat (1) yaitu dilarang
menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin kepala daerah akan diancam
pidana kurungan paling lama 3 bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima

juta rupiah).

Hukum pada dasarnya dibuat untuk dipatuhi agar kepatuhan terhadap hukum
tersebut mengakibatkan terjadinya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam
masyarakat dan sebaliknya ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkam
permasalahan. Oleh karena itulah, sebagai masyarakat wajib patuh terhadap

hukum yang berlaku.



Berdasarkan latar bekalang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul: "Implementas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan |zin Pelataran Parkir Di

KotaMedan".

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan
sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti,
mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji

(dibahas) salam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini
adalah "Bagaimana I mplementasiPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun

2002 Dalam Rangka Pengelolaan |zin Pelataran Parkir Di Kota Medan?'

1.3. Tujuan Pendlitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui
sebelumnya. selaras dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas,
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu : Untuk mengetahui
I mplementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka

|zin Pengelolaan | zin Pelataran Parkir Di Kota Medan.



1.4. Manfaat Penditian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan
wawasan peneliti tentang | mplementasi Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan |zin Pelataran Parkir Di
Kota Medan.

b. Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai
sumbangan pemikiran kebijakan sebagai upaya yang konkrit dalam
meningkatkan pengelolaan izin pelataran parkir di Kota Medan.

c. Hasil penelitian ini disumbangkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan
[lmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
khususnya dalam rangka memperkaya literature bacaan dan

khasanah penelitian bagi mahasiswa.



1.5. Sitematika Penulisan

BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Il : URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan

objek yang akan diteliti.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka
Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Narasumber, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

Urairan Teoritis

2.1. Pengertian Implementas

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan
untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun
swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkan
dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis

Kebijakan Publik.

Menurut Purwanto  (2012:21) implementass merupakan  untuk
mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan
oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya

untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasab yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektis.

Menurut Nurdin (2002:17) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan
atau adanya mekanisme suatu sistem. |mplementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

10
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Berdasarkan uraian di atas mengenali pengertian implementasi, dapat
disimpulakan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan
dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya
tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan.

2.2.  Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak. Dengan
dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk
mencapal sasaran dan tujuan. Sebagaimaba dinyatakan Adissasmita (2011:77)
bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman,
pegangan, atau petunjuk bagi setigp usaha dari aparatur pemerintah sehingga
mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Menurut Agustino (2006:7) menyatakan kebijakan adalah serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar beguna

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Friedrich (2007:20) bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah
tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap
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kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka

mencapal suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan, dapat
disimpulakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan dan
petunjuk untuk melakukan tugas agar tercapainta suatu tujuan dan mengatasi

permasalahan yang dihadapi.

2.3.  Pengertian K ebijakan Publik

Menurut Rudi (2013:9) Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai

tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok.

Menurut Abidin (2006:22) menyatakan bahwa kebijakan publik adalan
intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang
mempengaruhi arah-arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung

dalam masyarakat.

Menurut Syafiie (2006:104) Kebijakan publik adalah semacam jawaban
terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi,
dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajur inovasi dan

pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan publik, dapat
disimpulakan bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah-

masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangu, dan
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mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam

masyarakat.

2.4.  Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno  (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat
padakebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.
Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: @) kebijakan publik lebih merupakan
tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang
serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik
modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan; b) kebijakan pada
hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang
mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah
dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup
mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu,
melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan
implementasi dan pemaksaan pemberlakuan; c) kebijakan bersangkut paut dengan
apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu; d) kebijakan
publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif, kemungkinan meliputi
keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak
melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan

pemerintah diperlukan.
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25.  Unsur-unsur Kebijakan Publik

Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan
tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari
struktur terdapat lima unsur kebijakan:a) tujuan, telah dipahami bahwa suatu
kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak
perlu adanya kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur yang pertama
dari suatu kebijakan; b) masalah, yaitu merupakan unsur yang sangat penting
dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat
menimbulkan kegagalan totaldalam seluruh proses pembuatan kebijakan; c)
tuntutan, adanya tuntutan karena terabaikannya kepentingan suatu golongan
dalamproses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepetingan mereka serta
karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai
atau suatu masalah terpecahkan; d) dampak, yaitu merupakan tujuan lanjutan yang
muncul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setigp tindakan
menimbukan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada

target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.

2.6. ProsesKebijakan Publik

Menurut Hamdi (2014:79) proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai
serangkaian tahap atau fsse kegiatab untuk membuat kebijakan publik. Proses
pembuatan kebijakan publik diantaranya: @) penentuan Agenda, yaitu bagaimana

masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk
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menjadi agenda politik; b) formulasi Kebijakan, yaitu menunjuk pada proses
perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kevijakan yang dilakukan dalam
pemerintahan; c) penetapan Kebijakan, pada dasarnya adalah pengambilan
keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia; d) pelaksana Kebijakan,
pada tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja
atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan

menghasilkan keadaan yang direncanakan.

2.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan K ebijakan Publik
Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakanmerupakan
pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan.
Walaupun demikian, para adsministrator sebuah organisasi institusi atau lembaga
dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan,serta kemampuan atau keahlian,
sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended
risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan
selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi
kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:
a) adanya pengaruh tekanan dari luar; b) adanya pengaruh kebiasaan lama; c)
adanya pengaruh sifat-sifat pribadi; d) adanya pengaruh dari kelompok luar; €)

adanya pengaruh dari keaadan masa lalu.



16

2.8. Pengertian Implementas Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003:1) Implementasi kebijakan adalah tahap
pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti
halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah
peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnta standar
peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi
beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Wahab (1992:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek
penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya
bersangkut paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-
prosedur rutin lesat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau
tujuan yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian implementasi kebijakan,
dapat disimpulakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana
keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal

dan terarah.
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2.9. Pengertian Implementas K ebijakan Publik

Menurut Edwards (1980:177) Implementasi kebijakan publik adalah satu
tahapan kebijakan publik, antaea pembentukan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu
kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan
sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan
sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, mungkin juga akan
mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplentasikan dengan
baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Mustopadidjgja (2002:112) Implementasi kebijakan publik
adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan
yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

Sementara menurut Tachjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan
publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan
ditetapkan dan disetuji. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan
evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down,
maksudnys menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak
atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan, dapat
disimpulakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan

setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan
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yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif

yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.10. Pengertian Parkir

Menurut Sukanto  (1985), menjelaskan bahwa parkir adalah
memberhentikandan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan
sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut
dapat berupatepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung

kendaraan tersebut.

Menurut Abu Bakar (1998), Parkir adalah keadaan tidak bergeraknya
suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dengan kata lain parkir adalah
setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan

dengan rambu atau tidak.

Menurut Warpani (1976), Parkir adalah tempat menempatkan atau
memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor

maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian parkir, dapat disimpulkan
bahwa parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak
sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum atau
dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan
sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi

di bahu jalan untuk berhenti sejenak.
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2.11. Pengertian lzin

Menurut Sachran (1995:3) lzin adalah perbuatan hukum administrasi
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit persyaratan
dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuam peraturan perundang-

undangan.

Menurut Atmosudirjo (1983:94) izin (vergunning) adalah penetapan yang
merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Padaumumnya
pasal unadng-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan
seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perinciansyarat-syarat,
kriteria, dan sebagainya yang pelu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh
dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk
pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara Yyang

bersangkutan

Menurut Lutfi (2004:30) bahwa izin adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
|zin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu

larangan
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Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian izin, dapat disimpulkan
bahwa izin adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghilangkan larangan yang

dilarang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat.

2.12. Pengertian Pengelolaan

Menurut Salim (2002:534) Pengelolaan adalah proses yang membantu
merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal

yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan
samadengan mangemen Yyaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan
mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan

fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya
melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakanrangkaian kegiatan yang
meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian pengelolaan, dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi
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kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
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BAB |11

M etode Penelitian

3.1. JenisPenditian

Menentukan jenis penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis
penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam
penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut

sehingga memudahkan untuk melakukan langkah lanjutannya proses analisis data.

Menurut Nazir (2005:54), Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan teknik wawancara.

3.2. KerangkaKonsep

Nawawi (1994:43) mengemukakan bahwa kerangka konsep adalah istilah
atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian,
keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Kerangka konsep yang akan penulis gambarkan adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.1

Izin Pelataran parkir di Kota

Peraturan Daerah Kota Medan bertUjuan UntUk:
Medan No. 7 Tahun 202
Tentang lzin Pelayanan

1. Menciptakan kondisi parkir

ang 1z 5 yang tertata rapi.
_li_’afklf D}'E‘;p' Jallin E_m‘élm’ 2. Mernciptakan tata kelola
Per_nr_)at P;ISUS arplrk_an pemerintahan yang baik.
erizinan Pelataran Parkir 3. Menciptakan ketersediaan

tempat dan sarana pada
pelataran parkir sertarambu
pada tempat parkir.

A 4

Adanya tindakan untuk dalam

Terciptanya izin  resmi

mengimplementasikan
kebijakan untuk mencapai
tujuan.

yang dikeluarkan oleh |¢
pemerintah.
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Defenis Konsep

Defenisi Konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan

bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa

diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa

suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan

membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang

dirumuskan.

a

Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran
telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan-
tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok
atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan dan petunjuk
untuk melakukan tugas agar tercapainya suatu tujuan dan mengatasi
permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan Publik adalah jawaban terhadap suatu masalah-masalah dari
pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah
suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam
masyarakat.

Implementasi Kebijakan adalah tahapan dimana keputusan di buat dan
dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.
Implementasi Kebijakan Publik adalah proses yang dilakukan setelah

kebijakan telah di terapkan dengan tujuan mengatas suatu permasalahan
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yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan
administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

f. Parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak
sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum
atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara
selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain
sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

g. lzin adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghilangkan
larangan yang dilarang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan
masyarakat.

h. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi
merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi
kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

34. Kategorisas

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal,
dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk
dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan
hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. Katagorisasi dalam penelitian ini

adalah :
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Adanya tahapan-tahapan kebijakan.

. Adanya keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan.
. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.

. Adanya intervensi pemerintah untuk mengubah kondisi yang ada.

Narasumber

Orang yang dimintai opini, atau orang yang memberikan informasi dan

pendapatnya mengenal sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut

diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari

mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber

adalah sebagai berikut ;

3.6.

Bapak Kesmedi S.H selaku Kepala Seksi Parkir Wilayah | Kota Medan.

. Bapak Demi Nasution, selalu Staf Perparkiran di Kota Medan.

Bapak Jefri, selaku jukir di Rs. Murni Teguh Medan.

. Bapak Wawan, selaku jukir di Rs. Bunda Thamrin Medan.

Bapak Ismail, selaku jukir di Pajak Usu Medan.

Ibu Siska, selaku pengguna parkit tepi jalan umum.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data data

primer. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus
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menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan
sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian
dilakukan. Studi lapang objek (Field Research), yaitu pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti dengancaralnterview, yaitu dengan melakukan

wawancara langsung terhadap pihak terkait.

3.7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu
data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterprestasikan

sesual dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

3.8. Lokas dan Waktu Pendlitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lokasi
ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan kondisi
wilayah yang memperlihatkan adanya berbagai masalah dengan keberadaan
adanya parkir liar yang terjadi di Kota Medan. Adapun titik atau ruas jalan yang
dijadikan lokasi penelitian antara lain Di Pelataran Rumah Sakit Murni Teguh
tepatnya di Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur , Jalan Sei Batang Hari
Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pelataran Rumah sakit Bunda Thamrin,
Jalan Jamin Ginting Kecamatan Medan Baru tepatnya di pelataran Pajak USU,
Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di dalam Dinas Perhubungan Kota
Medan.Dan waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan

bulan Maret 2020.
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3.9. Deskrips Lokas Penelitian

3.9.1. Sgarah Singkat Dinas Perhubungan Kota M edan

Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama
cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) tingkat | Provinsi
Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun
2002 tentang penyerahan sebagai wewenang pemerintahan pusat tentang lalu
lintas angkutan jalan raya kepada daerah Provinsi dan Kabupaten yang sampai

sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.9.2. Vis dan Mis Dinas Perhubungan Kota M edan

Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai
berikut : 1) visi : menjadi kota masa depan yang kultural, budaya saing, humanis,
sgjahtera dan relegius; 2) misi : mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta

didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

3.9.3. Tujuan Dinas Perhubungan K ota M edan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ini adalah untuk
mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju
agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengaan kemajuan IImu

dan Teknologi yang berlaku.
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Gambar 3.2 Logo Dinas Perhubungan Kota M edan

Sumber : Dinas Perhubungan K ota M edan

Logo Dinas Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang
menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Adapun makna dari logo tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Roda bergerigi berarti matra perhubungan darat.

2. Jangka berarti matra perhubungan laut.

3. Burung garuda berarti matra perhubungan udara.

4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan.

5. Warna logo biru langit (Cenrulean Blue) berarti kedamaian, dan kuning

berarti keagungan.
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3.9.4. Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan K ota M edan

Istilah sumber daya manusia atau kepegawaian mengandung arti yaitu
keseluruhan orang yang bekerja pada sebuah organisasi yang berfungsi sebagai
penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga
menjadikan sumber daya manusia itu menjadi fokus utama dari setiap organisasi
karena memegang peranan yang besar yang menjadi penyebab utama sebuah
organisasi berkembang atau tidak. Penyelenggaraan urusan perhubungan secara

kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kualifikas Pegawai Dinas Perhubungan K ota M edan

NO URAIAN JUMLAH PERSENTASE
(ORANG) (%)
1. | Jumlah Pegawai 616 100
2. | Kualifikasi Menurut Pendidikan :
2.1 SLTA sedergjat 494 80.19
2.2 D-111 10 1.62
2.3S1 97 15.75
2432 15 244
3. | Kualifikasi Menurut Golongan :
3.1Gal. | 35 5.68
3.2Gol. I 376 61.04
3.3Gol. Il 200 32.47
3.4 Gol. IV 5 0.81
4. | Kualifikasi Menurut Jabatan :
4.1 Eselon 11 1 4.00
4.2 Eselon 111 5 20.00
4.3 Esdon 1V 19 76.00

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021
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Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas diketahui PNS Dinas
Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 494 orang
(80,19 %) adalah tingkat pendidikan SLTA sedergjat selanjutnya 10 orang (1,62
%) memiliki tingkat pendidikan D-I11 selanjutnya 97 orang (15,75 %) memiliki
tingkat pendidikan Sarjana S-1 dan 15 orang (2,44 %) memiliki tingkat
pendidikan S-2. Namun berdasarkan data yang ada, dari 616 pegawai Dinas
Perhubungan Kota Medan hanya 10 rang (1,62 %) yang mempunyai latar
belakang pendidikan formal di bidang transportasi dan 10 orang (1,62 %) yang
pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 23 orang (3,73 %). Ha ini
menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan kota di bidang perhubungan pada masa yang akan

datang.

Selanjutnya jika diamati berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui
bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (61,04 %) atau
376 orang adalah Golongan 11, 200 orang (32,47 %) Golongan 111, 35 orang (5,68

%) Golongan | dan sisanya 5 orang (0,81 %) adalah pegawai Golongan V.

Berdasarkan kualifikasi jabatan, pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan
sebagian besar sebanyak 19 orang (76 %) Eselon IV, 5 rang (20 %) Eselon 111 dan

1 orang (4 %) Eselon 1.

Dari aspek pengetahuan teknis transportasi, dari 616 pegawai

DinasPerhubungan Kota Medan hanya 10 orang (0,02%) yang mempunyai latar
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belakang pendidikan formal dibidang transportasi dan 26 orang (0,05%) yang

pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan jalan,

Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 36 orang (0,08%). Hal ini

menunjukkan rendahnya kompotensi pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan.

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Yang M engikuti Diklat Teknis’Fungsional

No Nama/Jenis Pendidikan Latihan Teknis Jumlah Orang
1 | Pembekalan Kepala Dinas 1
2 | Orientasi Tingkat | Lalu Lintas Angkutan Jalan (OLLAJI) -
3 | Orientasi Tingkat |1 Lalu Lintas Angkutan Jalan (OLLAJI1) 1
4 | Orientas LLASDP -
5 | Orientasi Pelabuhan -
6 | Pembantu Syahbandar -
7 | Manajemen Terminal Angkutan Jalan (MTAJ) 7
8 | Surveior Supervisi LLAJ -
9 | Otomotif -
10 | Manajemen Angkutan Umum (Mau) -
11 | Manajemen Lalu Lintas (MLL) 4
12 | Perencanaan Jaringan Transportasi 2
13 | AnalisisDampak Lalu Lintas (Andall) 3
14 | Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data 1
15 | Patroli Pengawalan -
16 | Pengujian Kendaraan Bermotor 9
17 | PPNSLLAJ 39
18 | Pendidikan Formal di Bidang Transportasi 10

Jumlah 77

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan K ota M edan Tahun 2016-2021
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3.9.5. Tugasdan Fungs Dinas Perhubungan Kota M edan
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi
1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 2)
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 3) pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 4) pelaksanaan
administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; 5) pelaksanaan
tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; 6)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya

a) Tugasdan Fungs Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi
pengelolaan administrass umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan
evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
tugas Dinas . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat
menyelenggarakan fungsi, dengan rincian : 1) perencanaan program dan kegiatan
kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan,

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar
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lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara
optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3) pengoordinasian
penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan,
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar
lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; 4) fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian
pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program
dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar
Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan,
LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5) pendistribusian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas, 6) pelaksanaan pelayanan
administrasi  kesekretariatan meliputi  keuangan, perlengkapan, LAKIP,
penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan,
kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya
pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar; 7) pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 8) pengendalian, evaluasi, dan

penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
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pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 9) pelaksanaan perumusan
kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan
perundang — undangan; 10) penyampaianlaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahkan 3 (tiga)
Sub Bagian meliputi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub BagianK euangan

dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
menyelenggarakan fungsi, dengan rincian : a) perencanaan program dan kegiatan
Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA
Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional
Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya

aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan; c) penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan,
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup
Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d)
pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /
pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian
berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk  kelancaran tugas, €)
penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata
naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan
kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan
kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan; f) penyusunan bahan
pelaksanaan survel kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan
oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan
pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan; h) penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan
penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan;
i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban
kepada atasan; j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait

dengan tugas dan fungsinya.



37

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan
administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi : @) perencanaan program dan
kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA
dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub
Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-
undanganuntuk kelancaran tugas,; d) penyusunan bahan pengelolaan administrasi
keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan,
pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; €) penyusunan bahan/pelaksanaan
koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas, f) pelaksana tugas selaku
Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas; g) penyusunan bahan pengendalian,
evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,

dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; h)
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penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; i) penyampain
laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; j)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan

fungsinya

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluas

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.Sub Bagian
Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian
dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan
untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c)
pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatanlingkup
Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, Standar Pelayanan, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; d) pembagian tugas, pembimbingan,

penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai
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(reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-
undanganuntuk kelancaran tugas; €) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi,
dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; f) penyusunan bahan
pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya
berdasarkan peraturan perundang — undangan; g) penyampaianlaporan hasil
pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; h) pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan.Dalam melaksanakan tugas
dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan menyelenggarakan fungsi : 1)
perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana
Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) pelaksanaan
penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3) pendistribusian tugas,

pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
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pegawai  (rewardandpunishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas, 4) pelaksanaan penyusunan
perumusan kebijakan di bidangperencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana serta pengujian sarana; 5) pelaksanaan kebijakan di  bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
6) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 7) pelaksanaan perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang —
undangan; 8) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung
jawaban kepada atasan; dan 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Seks Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan.
Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengujian sarana. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : @)
perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum
Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan,

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk
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terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas, d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk
teknis lingkup pengujian berkalakendaraan bermotor, penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; €) pengujian berkala
kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan
perawatan dan perbaikan kapal; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi,
dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan peraturan perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil
pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya

2. Seks Pengoperasian Prasarana
Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Angkutan. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian

prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengoperasian Prasarana
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menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan bahan perumusan
kebijakan pengoperasian prasarana perhubungan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; €) pengoperasian Terminal Angkutan Jalan, Halte,
pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,
penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di  pelabuhan pengumpul lokal,
penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di
dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretagpian umum yang jaringan
jalurnya dalam Kota Medan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan
penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan

perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
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berdasarkan peraturan perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil
pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya

3. Seks Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dipimpin
oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan.Seksi Perencanaan Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup Perencanaan Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Perencanaan
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyelenggarakan fungsi :a)
perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum
Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan
kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi
untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas;, d) penyusunan bahan perumusan penetapan rencana induk
Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan

lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan
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danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api
serta pemeliharaan fungsi prasarana; €) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan
penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP
pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk
pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api; f) penyusunan bahan pemeliharaan fungsi prasarana
perhubungan meliputi Terminal, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai
dan danau, dan prasarana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; g)
penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala
Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) penyusunan bahan
pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; i)
penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagal pertanggungjawaban
kepada atasan; ) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

terkait dengan tugas dan fungsinya

c) BidangLaluLintasdan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas lingkup lalu lintas dan angkutan. alamm melaksanakan tugas dimaksud,

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi : 1) perencanaan
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program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota,
RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) pelaksanaan penyusunan bahan
kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup
Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; 3) pendistribusian tugas, pembimbingan,
penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai
(reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk kelancaran tugas; 4) pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan
Rel; 5) pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas,
Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel; 6) pengendalian, evaluasi, dan
penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-
undangan; 7) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan
lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; 8) penyampaian laporan
hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; 9)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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1. Seks Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Managjemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas
dan A. Seksi Mangemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada
ayat, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : a)
perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum
Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas, d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk
teknis lingkup penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota Medan, penyediaan
perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di
jaringan jalan Kota Medan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk
jalan kota; €) penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota Medan, penyediaan
perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di
jaringan jalan Kota Medan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk

jalan kota; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
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Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya Yyang
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan
perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seks Angkutan Jalan

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.Seksi
Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud,
Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : @) perencanaan program dan
kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan
RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan
penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup
Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d)

penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang
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penyelenggaraan angkutan; €) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam kota, penetapan
kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota, penetapan
rencana umum jaringan trayek dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam kota, penetapan tarif kelas
ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kota serta
angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penyediaan

angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam kota, penetapan wilayah
operas angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan
yang wilayah operasinya berada dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan
taks dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kota,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai
dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; f)
penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala
Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan
pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; h)
penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagal pertanggungjawaban
kepada atasan; 1) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

terkait dengan tugas dan fungsinya
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3. Seks Angkutan dan Rel

Seksi Angkutan Laut dan Rel dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan.Seksi Angkutan Laut dan Rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan Laut dan Rel.Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Angkutan Laut dan Rel menyelenggarakan
fungsi : 1) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani
Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2)
penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3) pembagian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas; 4) penyusunan dan Pengumpulan
bahan perumusan petunjuk teknis lingkup Angkutan Laut dan Rel; 5) penerbitan
izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kota dan
beroperasi pada lintas pelabuhan di kota, penerbitan izin usaha angkutan laut
pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan
yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota, penerbitan izin trayek
penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek
dalam kota, Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan
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dalam kota, dan penerbitan izin operasi sarana perkeretagpian umum

yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam kota, penerbitan izin pengadaan
atau pembangunan perkeretapian  khusus, izin operasi, dan penetapan jalur
kereta api khusus yang jaringannya dalam kota; 6) penyusunan bahan
pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,
dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan
peraturan perundang-undangan; 7) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan
lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; 8) penyampaian laporan
hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; 9)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

d) Bidang Pengembangan, Pengendalian dan K eselamatan

Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan dipimpin oleh
Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris.Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pengembangan,
Pengendalian dan Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang
Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi : 1)
perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana
Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) pelaksanaan
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penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3) pendistribusian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas, 4) pelaksanaan perumusan
kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan
ketertiban lalu lintas,dan keselamatan; 5) pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu
lintas,dan keselamatan; 6) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh
Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan; 7) pelaksanaan perumusan
kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan
perundang — undangan; 8) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Seks Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala
Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.Seksi Pemaduan Moda dan

Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
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Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pemaduan Moda dan
Teknologi Perhubungan.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemaduan
Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi : a) perencanaan
program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota,
RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan
lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan; e€)
penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pemaduan moda dan
pengembangan teknologi perhubungan; f) penyusunan bahan pengendalian,
evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,
unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-
unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan peraturan perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil
pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya
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2. Seks Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintasdan Angkutan

Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pengendalian dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup
Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
menyelenggarakan fungsi: @) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c¢) pembagian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan pengumpulan
bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas
dan Angkutan; €) pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan serta
penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; f)
penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala
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Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan
pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; h)
penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagal pertanggungjawaban
kepada atasan; 1) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Seks Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintasdan Angkutan

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Bimbingan dan
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Bimbingan
dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas
dimaksud, Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
menyelenggarakan fungsi :a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c¢) pembagian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan pengumpulan
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bahan perumusan kebijakan di bidang Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan; €) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan
keselamatan sarana dan prasarana, fasilitass manajemen dan penanganan
keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan
fasilitass kelaikan kendaraan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan
penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan peraturan perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil
pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya

€) Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Bidang
Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup
perparkiran.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perparkiran
menyelenggarakan fungsi : 1) perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan

mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk
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terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3) pendistribusian
tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan
kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; 4) pelaksanaan perumusan
kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus; 5) pelaksanaan
kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus; 6) pengendalian,
evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,
unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-
unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan
perundang-undangan; 7) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang — undangan; 8) penyampaian
laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; 9)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

1. Seks Parkir Wilayah |

Seksi Parkir Wilayah | dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.Seksi Parkir Wilayah |
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan,

Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah 1.Dalam melaksanakan
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tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah | menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan
program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota,
RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan
lingkupParkir Wilayah I; €) penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan
umum di Wilayah I; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan
perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
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2. Seks Parkir Wilayah 11

Seksi Parkir Wilayah 11 dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah
[l mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan,
Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah Il.Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah Il menyelenggarakan fungsi: a)
perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum
Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and
punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan
lingkup Parkir Wilayah 11; €) penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi
jalan umum di Wilayah I1; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan
penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan peraturan perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil

pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan
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fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan

fungsinya

3. Seks Parkir Khusus

Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.Seksi Parkir Khusus
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan,
Pengendalian dan Keselamatan lingkup melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Parkir
Khusus.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seks Parkir Khusus
menyelenggarakan fungsi :a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas,
pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan
pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan Pengumpulan
bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Khusus; €) penyelenggaraan pelayanan
di bidang perparkiran khusus dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan parkir
ditempat-tempat khusus; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan

penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
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pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur
lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan
perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya
berdasarkan peraturan perundang — undangan; h) penyampaian laporan hasil
pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

3.9.6. Sarana dan Prasarana serta Alokas Pendanaan Dinas Perhubungan

Kota M edan

Dalam menunjang aktivitas para pegawainya, Dinas Perhubungan Kota
Medan menyediakan beberapa sarana untuk mempermudah serta memperlancar
tugas dan tanggung jawab para pegawai agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam
hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan menyediakan sarana berupa transportasi,
seragam, dan juga alat komunikasi di lapangan. Adapun sarana operasional Dinas
Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Sarana Operasional Dinas Perhubungan K ota M edan

No Prasarana Unit
1 | Kendaraan roda 6 3
2 | Kendaraan roda 4 15
3 | Kendaraan Roda 2 85
4 | Handy Talky 74
5 | Radon Right 7

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan K ota M edan Tahun 2016-2021
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenis sarana yang paling
dibutuhkan oleh para pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan adalah kendaraan

roda 2 yaitu sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pegawai Dinas Perhubungan
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lebih banyak yang bertugas terjun langsung ke lapangan untuk memantau keadaan
transportas jalan.

Selain itu dalam menjalankann fungsinya mengenai pelayanan di bidang
perhubungan Dinas Perhubungan Kota Medan juga menyediakan prasarana atau
perlengkapan jalan. Adapun prasarana jalan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Prasarana Jalan Dinas Perhubungan K ota M edan

No Prasarana Jalan Jumlah
1. | Rambu: 3.784 Unit
- Rambu peringatan 446 Unit
- Rambu Larangan 1.967 Unit
- Rambu Perintah 668 Unit
- Rambu Petunjuk 703 Unit
2. | Marka Jalan 25.545 M2
3. | Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 136 Unit
- Traffict Light 116 Unit
- Warning Light 13 Unit
- Traffict Pendestrian 7 Unit
4. | Delineator 800 Unit
5. | Halte 41 Unit
6. | Jembatan Penyebrangan 5 Unit
7 Zebra Cross 306 Unit

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan K ota M edan Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, prasarana jalan yang paling banyak disediakan
oleh Dinas Perhubungan Kota Medan (dalam jumlah unit) adalah rambu-rambu
lalu lintas baik rambu peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk yang
merupakan unsure penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan

lancar.
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3.9.7. Struktur Organisas Dinas Perhubungan K ota M edan

Struktur Organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai
pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap
orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan
organisasi itu dengan cara paling efektif. Struktur organisasi ini mengandung
unsur-unsur spesialisasi kerja.

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perhubungan Kota
Medan berjumlah 1211 orang yang terdiri dari 560 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan 651 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar diseluruh sub unit

organisasi di tambah personil TNI yang diperbantukan sebanyak 4 orang.

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian L epas

Dinas Perhubungan K ota M edan

NO Pendidikan Pegawai Negeri Pegawai Harian
Sipil Lepas
1 |S2 7 -
2 | S1UD-IV 184 8
3 | Sarjana Muda/Diploma 17 8
4 | SLTA dan lebih rendah 362 635
Jumlah 560 651




Gambar 3.3 Struktur Organisas Dinas Perhubungan Kota M edan
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3.9.8. Wilayah Parkir di Kota Medan

Secara administratif penelitian yang saya lakukan berada di daerah
Kelurahan Medan Timur tepatnya di pelataran Rumah Sakit Murni Teguh,
Kelurahan Medan Sunggal tepatnya di pelataran Rumah Sakit Bunda Thamrin,

dan Kelurahan Medan Baru tepatnya di Pajak USU.

Pada pelataran Rumah Sakit Murni Teguh dan Pelataran Rumah Sakit
Bunda Thamrin adalah Jalan Umum yang pinggiran jalannya banyak dijadikan
sebagal tempat usaha oleh penduduk setempat. Jenis-jenis usaha tersedia juga
beragam, mulai dari tempat perbelanjaan, kantor, tempat nongkrong, warung-
warung bahkan tempat persinggahan ojek. Sehingga padasiang hari maupun

malam hari tempat-tempat tersebut ramai dikunjungi.

Sedangkan di Pajak Usu yang dahulu sepi, kini juga telah menjadi salah
satu ikon kuliner dan tempat perbelanjaan di pinggiran Kota Medan yang ramai
dikunjungi. Sekitar limatahun silam hingga saat ini Pajak USU telah “menjamur”
berbagai jenis-jenis warung yang menyediakan berbagai-bagai pula jenis kuliner
dan toko perbelanjaan. Sehingga tidak heran jika pada pagi, sore hingga malam
hari maka Pajak USU ramai di kunjungi oleh berbagai kalangan mulai dari orang
tua, mahasiswa yang tinggal di sekitaran Padang Bulan, penduduk setempat

hingga pengamen jalanan.

Maka tidak heran jikalau ketiga tempat tersebut menjadi ranah
perebutanberbagai pihak, karena di tempat ramai tersebut terdapat banyak

sumberdaya yangtersedia, ibarat pribahasa “di mana ada gula di situ ada semut”
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dengan katalain dimana ada sumberdaya maka disitu pula ada berbagai pihak yang
berebut sumberdaya tersebut, karena sumberdaya tadi menggiurkan bagi mereka

sama seperti tergiurnya semut akan gula.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasll Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan, penelitian ini dilakukan dilapangan langsung dan telah
memperoleh beberapa data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan

dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Kota Medan.

Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti
dan menganalisis data-data yang diperoleh. Bab inu menyajikan dan menganalisis
data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan
pendekatan kualitatif yaitu data yang diperolah dengan wawancara atau tanya
jawab dengan narasumber yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh

kesimpulan.

Sumber dara dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat data
diperoleh, maka dalam penelitian ini menjadi narasumber adalah : 6 orang yang
terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Kepala Bidang Parkir di Kota
Medan, Juru Parkir di RS. Murni Teguh Medan, Juru Parkir RS. Bunda Thamrin
Medan, Juru Parkir di Pajak Usu Medan, Pengguna Parkir Tepi Jalan Umum. Dari
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan telah diperoleh berbagai

data dan informaai mengenai tanggapan dan pendapat narasumber.
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a. Distribus Narasumbee M enurut Jenis Keamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadu dua

kelompok vyaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber

dengan jenis kelamin perempuan. Pada Tabel 4.1 berikut disgjikan untuk masing-

masing kategori tersebut.

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasar kan Jenis K eamin

NO JenisKelamin Narasumber
1 Laki-laki 5
2 Perempuan 1
Jumlah 6

Sumber: Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat Kkita lihat bahwa mayoritas narasumber

berasal dari jenis laki-laki dengan narasumber sebanyak 5 orang sedangkan

sisanya berasal darinarasumber perempuan.
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b. Digtribus Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga
klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, tingkat Sarjana, Sekolah Menengah
Pertama, dan Sekolah Dasar. Pada tabel 4.2 berikut disgjikan untuk masing-

masing kategori tersebut.

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Narasumber
1 Sarjana 3
2 SMP 2
3 SD 1
Jumlah 6

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber
yang mengenyam tingkat pendidikan sarjana sebanyak 3 orang, Sekolah

Menengah Pertama 2 orang sedangkan Sekolah Dasar 1 orang.
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4.1.2 Data Hasll| Wawancara

Dari hasil wawancara dengan narasumber di pelataran parkir Rumah Sakit
Murni Teguh Medan, Rumah Sakit Bunda Thamrin dan Pajak USUpenulis dapat

menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1.2.1 Adanya Tahapan-Tahapan K ebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
Dengan Bapak KESMEDI SH. Selaku kepala seksiparkir wilayah 1. Tahapannya
yaitu mulai dari memberikan: @) SPT (Surat Pernyataan Tugas); b) Bet Nama; ¢)
Karcis Parkir; d) Baju Orange. Selain itu seperti adanya pengawasan, pembinaan.
Tahapan tersebut sudah dijalankan dengan baik. Adapun hambatan dan kendala
yang terjadi yaitu pada masyarakatnya sendiri atau juru parkirnya yang tidak
mengindahkan kebijakan tersebut, seperti tidak memakai atribut yang sudah

ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
Dengan Bapak DEMI NASUTION selaku Staf bagian perparkiran, menyatakan
hal yang sama juga dengan bapak Kesmedi, bahwasannya ada tahapan yang
dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yaitu mengikuti pengawasan,

pembinaan serta adanya sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak JEFRI selaku Juru Parkir di RS. Murni Teguh medan. Tahap yang

dilakukan itu ada, tahapannya yaitu dengan melakukan sosialiasi terhadap izin
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pelataran parkir dengan bentuk pembinaan dan pengawasan yang baik dalam

menjaga kendaraan masyarakat yang parkir.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak ISMAIL selaku Juru Parkir di Pajak Usu. Tahapannya yaitu
Pengawasan terhadap pengelolaan izin pelataran parkir dan juga diberikannya
SPT (Surat). Tahapan kebijakan harus dijalankan dengan baik agar suatu

kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak WAWAN selaku Juru Parkir RS. Bunda Thamrin. Tahapan
kebijakannya yaitu pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap lahan parkir

di daerah tersebut dan sudah jelas ada SPTnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Ibu Siska selaku pengguna parkir di Pajak Usu. Tahapan kebijakannya
yaitu belum terlihat sama sekali dikarenakan masih banyak didaerah daerah yang
saya datangi atau lewati banyak terdapat parkir liar dimana mana, dan tarif mereka

berikan terlalu tinggi untuk parkir pinggir jalan raya.



71

122 Adanya Keputusan Yang Diambil Untuk Mengatas

Per masalahan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
dengan Bapak KESMEDI SH selaku kepala seksi parkir wilayah 1. Keputusan
yang diambil sudah jelas ada dengan melakukan sosialisai serta survey lapangan
melihat lihat lahan parkir mana yang menggunakan badan jalan yang tidak sesuai

aturannya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
dengan Bapak DEMI NASUTION selaku staf bagian perparkiran,dalam
mengatasi permasalahan yang kami lakukan yaitu terlebih dahulu cek kondisi
lapangan dan mendengarkan aduan dari masyarakat mengenai apasaja masalah
dilapangan sehinggadapat mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara

melakukan razia dan membawa motor yang parkir ditempat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak JEFRI selaku Juru Parkir di RS.Murni Teguh Medan. Keputusan
yang diambil pemerintah sebenernya sudah berjalan dengan baik, hanya sgja kami
yang terkadang menghiraukan keputusan tersebut. Misalnya seperti dilarang

membuat lahan parkir disini tetapi kami tetap membuat |ahan parkir.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak ISMAIL selaku Juru Parkir di Pajak Usu. Keputusan pemerintah

pada lahan parkir disini sudah ada bahkan terkadang terjadinya razia tetapi ya
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bagaimana lagi kami mencari nafkah disini mau tidak mau tetap mendirikan lahan

parkir.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak WAWAN selaku Juru Parkir di RS. Bunda Thamrin. Keputusan
pemerintah sudah berlaku dengan cara membuat rambu-rambu pada lahan parkir

seperti cara parkir yang bener di tepi jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Ibu Siska selaku Pengguna Parkir di Pajak Usu. Keputusan pemerintah
belum terlihat adanya, kalaupun ada hanya dibeberapa tempat di Kota Medan saja,

belum menyeluruh.

4.1.3 Adanya K erja Sama Untuk M enjalankan K ebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
dengan Bapak KESMEDI SH selaku kepala seksi parkir wilayah |, kerjasama
unuk menjalankan kebijakan sudah pasti ada yaitu dengan masyarakat setempat
dan juga mendengarkan aduan masyarakat sehingga proses kebijakan dapat

berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
dengan Bapak DEMI NASUTION. Kerjasama yang dilakukan dalam
melaksanakan kebijakan yaitu dengan masyarakat aaupun kepala parkir di

beberapa wilayah parkir tersebut dengan cara sosialisasi.
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Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak JEFRI selaku Juru Parkir di RS.Murni Teguh Medan. Kerja sama
dalam kebijakan ada yaitu kerja sama antara Kepala parkir kami dengan

Pemerintah Dagerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak ISMAIL selaku Juru Parkir Pajak Usu. Kerja sama yang dilakukan
pemerintah ada misalnya sgja seperti pengawasan dan pembinaan, untuk

hambatan tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
DenganBapak WAWAN selaku Juru Parkir di RS. Bunda Thamrin kerjasama
yang dilakukan pemerintah pasti ada yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat ataupun preman sekitar, hambatan yang terjadi yaitu masyarakat

terkadang kurang ingin tau.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Ibu Siska selaku Pengguna Parkir di Pajak Usu kerjasama dan hambatan
yang dilakukan pemerintah saya tidak tahu dikarenakan saya sibuk dengan urusan

pekerjaan saya.

4.1.4 Adanya Intervens Pemerintah Untuk Mengubah Kondis Yang

Ada

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
dengan Bapak KESMEDI SH selaku kepala seksi parkir wilayah | intervensi yang

dilakukan sudah pasti ada yaitu dengan cara pendekatan kepatuhan, pendekatan
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ini beranggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para
pelaksananya mematuhi petunjuk petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas
yang menetapkan kebijakan tersebut. Seperti memahami bagaimana proses
pemahaman pengelolaan izin pelataran parkir, ketertiban dalam perparkiran dan
hal apa saja yang dipakai dalam bertugas menjadi juru parkir. Dengan demikian
peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan terlaksana dengan baik sehingga
intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mengubah kondisi yang ada dapat
terlihat. Dalam melaksanakan kebijakan hambatan jelas pasti ada. Hambatan yang
terjadi yaitu pada juru parkir dan masyarakatnya yang tidak mau memahami

peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020
dengan Bapak DEMI NASUTION selaku staf perparkiran, intervensi yang
dilakukan untuk mengubah kondisi yang ada sudah dilakukan yaitu adanya
pengelolaan lahan parkir yang sudah diberi izin, yang pada awalnya tidak
mempunyai izin dan mendirikan lahan parkir sendiri kami melakukan koordinasi
terhadap pihak terkait seperti masyarakat dan juru parkir sehingga lahan parkir
tersebut tidak dianggap sebagai parkir liar. Hambatanya tidak ada asalkan juru

parkir dan masyarakatnya memahami aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
dengan Bapak JEFRI selaku Juru Parkir di RS. Murni Teguh. Intervensi dari
pemerintah ada yaitu mereka melakukan koordinasi terhadap juru parkir dengan

mendata lahan parkir mana yang tidak diberi izin sehingga tidak adanya lagi
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parkir liar. Hambatannya sendiri itu tergantung pada pihak dinas perhubungannya

sendiri dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Bapak ISMAIL selaku Juru Parkir di Pajak Usu. Intervensi pemerintah
untuk mengubah kondisi yang ada sudah dilaksanakan. Mereka memberikan
arahan serta bagaimana mengatur lahan parkir yang benar sehingga tidak
menimbulkan kemaetan jalan dan setiap sore hari pihak dishub datang untuk
melancarkan lalu lintas sehingga yang dulunya menimbulkan kemacetan sekarang
lumayan tidak. Tindakan tersebut merupakan hal yang baik dalam mengubah

kondisi yang ada dsj untuk hambatan tidak ada

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 19 Februari 2020
dengan Bapak WAWAN selaku Juru Parkir di RS. Bunda Thamrin Intervensi
yang dilakukan pemerintah ada dan sudah terlaksana yaitu seperti adanya garis
kuning yang dibuat oleh dishub tentang bagaimana cara parkir kendaraan untuk

roda empat sehingga tidak menimbulkan kemacetan seperti yang sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020
Dengan Ibu Siska selaku Pengguna Parkir di Pgjak Usu. Intervensi yang
dialakukan pemerintah untuk mengubah kondisi yang ada belum nampak jelas

karena yang saya lihat masih banyak parkir liar di Kota Medan.
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4.2. Hasil Pembahasan

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan
menginterprestasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun

analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

4.2.1 Adanya Tahapan-Tahapan K ebijakan

Edwards (1990:177) Implementasi kebijakan publik adalah satu tahapan
publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi
masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat
mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu
mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan
dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut

kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota
Medan, RS. Murni Teguh, RS. Bunda Thamrin dan Pgjak USU. Tahapan yang
sudah dilakukan pada Dinas Perhubugan kota Medan yaitu dengan membuat SPT

yang dilakukan per 3 bulan sekali, serta adanya karcis, bet nama dan baju parkir.

Dari hasil analisis penulis, tahapan-tahapan kebijakan yang ingin dicapai
dari Peraturan Daerah Kota Medan No.7 dalam pengelolaan izin pelataran parkir
sudah tercapai dengan baik. Y aitu dengan membuat SPT (Surat Pernyataan Tugas)
yang dilakukan per 3 bulan sekali, serta adanya bet nama, baju dan karcis parkir

yang membuat kebijakan itu berjapan dengan baik dan sudah diterapkan.
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4.2.2 AdanyaK eputusan Yang Diambil Untuk Mengatas Permasalahan

Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatas permasalahan yang muncul
dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemeritah rangka

penyelenggaraan pemerintah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota
Medan, Rs. Murni Teguh, Rs. Bunda Thamrin dan Pajak USU. Diketahui bahwa
keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan melakukam
razia dan mengangkut kendaraan yang parkir tidak sesuai izin. Seperti yang
dilakukan pihak dishub pada Rs. Murni Teguh dan Pajak Usu, mereka melakukan

razia dan mengangkut kendaraan yang telah diparkirkan.

Dari hasil analisis penulis, keputusan yang diambil untuk mengatasi
permasalahan pada Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2002 Dalam
Rangka Pengelolaan 1zin Pelataran Parkir sudah berjalan dengan baik dan sudah
terlaksana, yaitu dengan melakukan razia terhadap sigpa yang mendirikan lahan

parkir tanpa sepengetahuan pemerintah daerah yang menyebabkan kemacetan.

4.2.3 Adanya K erjasama Untuk M enjalankan K ebijakan

Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi
hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan

yang digunakan.
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Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota
Medan, Rs. Murni Teguh, Rs. Bunda Thamrin dan Pajak USU. Adapun
Kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan yaitu berupa hubungan
kerja sama antara pemerintah daerah dengan juru parkir dan masyarakat sekitar.
Akan tetapi ada masyarakat sekitar tidak mau ikut campur dalam masalah
perpakiran dikarenakan mereka berfikir tidak memiliki hak kewenangan dalam

masalah perparkiran.

Dari hasil analisis penulis, kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan
kebijakan pada Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Dalam Rangka Pengelolaan
Izin Pelataran Parkir di Kota Medan sudah terlaksana dengan baik yaitu
pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap juru parkir, preman, dan

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

4.2.4 Adanya Intervens Pemerintah Untuk Mengubah Kondis Yang Ada

Abidin (2006:22) Kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang
bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arah

dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota
Medan, Rs. Murni Teguh, Rs. Bunda Thamrin dan Pajak USU. Intervensi yang
dilakukan pemerintah untuk mengubah kondisi yang ada sudah terlihat jelas
adanya, yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepatuhan dalam melaksanakan

peraturan lalu pihak pemerintah melakukan koordinasi dan melihat data lahan
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parkir mana yang akan dikembangkan untuk mengubah kondisi yang ada secara

lebih baik sehingga dapat berdampak pada masyarakat sekitar.
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Dari hasil penulis, intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mengubah
kondisi yang ada pada Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Daam Rangka
Pengelolaan |zin Pelataran Parkir sudah terlaksana dengan baik. Yaitu dengan
cara melakikan pendekatan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan lalu pihak
pemerintah melakukan koordinasi dan melihat data lahan parkir mana yang akan

dikembangkan untuk mengubah kondisi yang ada secara lebih baik.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesmpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara,
keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh, maka dapat diperoleh
kesimpulan bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002
Dalam Rangka Pengelolaan 1zin Pelataran Parkir di Kota Medan sudah
Terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari :

Pertama, adanya tahapan-tahapan kebijakan pada Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan |zin Pelataran Parkir
sudah tercapai dengan baik, yaitu dengan membuat SPT (Surat Pernyataan Tugas)
yang dilakukan per 3 bulan sekali, serta adanya bet nama, baju dan karcis parkir
yang membuat kebijakan itu berjalan dengan baik dan sudah diterapkan.

Kedua, adanya keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan
sudah berjalan dengan baik dan sudah terlaksana, yaitu dengan melakukan razia
terhadap siapa yang mendirikan lahan parkir tanpa sepengetahuan pemerintah
daerah yang menyebabkan kemacetan.

Ketiga, adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan sudah terlaksana
dengan baik yaitu pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap juru parkir,
preman, dan masyarakatat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Keempat, adanya intervensi pemerintah untuk mengubah kondisi yang ada
sudah berjalan dengan baik. Y aitu dengan cara melakukan pendekatan kepatuhan
dalam melaksanakan peraturan lalu pihak pemerintah melakukan koordinasi dan

melihat datalahan parkir mana yang akan dikembangkan untuk mengubah kondisi
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yang ada secara lebih baik sehingga dapat berdampak baik pada masyarakat

sekitar.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskanmaka
penulis memberikan saran dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka |zin Pelataran Parkir di Kota Medan antara

lain:

1. Diharapkan Dinas Perhubungan sebagai implementor utama
mampu mewujudkan lalu lintas yang nyaman sesuai dengan
kepentingan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

2. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dan juga instansi
terkait sangat bagus. Diharapkan implementasi kebijakan ini bisa
dilakukan rutin sehingga manfaat yang diterima kelompok sasaran
semakin besar.

3. Diharapkan letak pengambil keputusan di lapangan dalam
implementasi  pengelolaan izin pelataran parkit diberikan
sepenuhnya kepada pengawas dan koordinator lapangan. Sehingga
masalah yang terjadi di lapangan bisa langsung ditanggapi.

4. Pengawasan terhadap daerah yang rawan parkir liar sebaiknya

ditingkatkan.
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5. Tingkat kepatuhan masyarakat sangat rendah. Diharapkan Dinas
Perhubungan  menciptakan strategi yang handal  untuk
meningkatkankepatuhan masyarakat, baik dari segi sosialisasinya

maupun komitmen para pelaksana kebijakan.
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: MTSPAB | HELVETIA
: MAN 2 MODEL MEDAN

. Tahun 2016 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswi

Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi
Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenarnya

Penulis

Juni Arini
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Bapak/Ibu Ketua Jurusan |, Administiog otk '

FISIP UMSLT
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Miedan.

Assaloan ‘wlailcnm wr, wh,

Dengan hotmat, Saya yang bertanda tangan & hawah ini Mahasiswa Fakultas limu Sosial dan’
L Politik TIMSTT : - ' .

Mama lengksp jumﬂrﬁt‘u ...................................................... Jrath ey bl
NPM . \eORD00GE R s e A T AN S s
Jurasan : Hmuﬁdmmlihaﬂ%m FRb ARy e [ e g
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Derohy
Adlem Tangka \zin peiabomm prath koka Medan

Implementasi. peraturan al:l-?réh Kotp medgn nemct & tawp a00% _ ‘
Adiam A0gka Pembinaan MAE Jalanan Al Kotg Medan
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3 I-umt_ pEROEUTEN Adfah  nomot 16 tehun 2ol tentang
ousao tekde 1alo lintae Al 71 Gatot Subtokp

Bersama permehonsn ini sava lampirkan ;

Tanda bukii lunas beban SPT tahap berjalan;
Dattar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DK AM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
Tanda bukti Lunas Uang/Biays Seminar Proposal;*)
Demikianlah permohonan Sava, alus pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Thu, Saya ucapkan
terima kasth, Warsalaw

Bl pagt —

Rekomendast Ketua Jurusan ; - Pemonon,
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

*y Adilammirlran eatalak fiidnT Airaodamats o e T R e s



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

o Jalan Kapten Muchtar Basel No. 3 Medan 20238 Telp, (081) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (081) 8825474
B T W e : o
i P Website: hitpcliwwaumsu.acid  E-mail; rektor@umsu.ac.id

Ria majAwah: saro ini ogor disotiathan
nmas dan anggalmya

SURAT PENETAFAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.042/SK/AE3-AUMMST-03/F2020

Dekan Fakultss Imu Sosial dan [imu Politik Universitas Muhammadivah Sumatera Utama
berdasarkan Surat Kepotusan Dekan Fakoltas Imu  Sosin]l Omu  Politik  Nomor:
OTH/SK/L3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan
Rekomendasi Ketua Program Studi lmu Administrasi Publik tortanggal ; 04 Januari 2020 dengan
il menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut ;

MNama mahasiswa : JUNI ARINI

HPM - 1603 100066

Program Studi : T Administrasi Publik

Semester : VII (Tujub) Tahun Akademik 20192020

Jwdul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATIRAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR
7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA 1ZIN PELATARAN PARKIR DI
KOTA MEDAN

Pembimbing : DEDT AMRIZAL, 5.505., M. 51

Dengan demikian telah ditzinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut @

1. Penulisan skripsi harus memenubi prosedor dan tahapan yanp berpedoman kepada ketentuan
scbagaimana tertuang di dalam Surat Eeputusan Dekan FISIP 1UUMSU  Nomor
975/SK/I1.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 Hf 23 November 2018,

2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal spabila tdak
selesai sehelum masa kadaluarsa afan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tungeal; 04 Jaouari 2621,

Ditetaplan di Medan,
Medan, 21 Jumadil Awal 1441 I
17 Januan 2020 M

Tembusan

[. KetuaP S Tlmu Admimistrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing yba di Medan;

3. Pestinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

o Jalan Kaptsn Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (DG1) 6610450 Exct 200-201 Fac. (061) 6625474
Chigg Tarpercest Websits: hitpfwwwamau.ecid  E-mall: rekierumsu.acid

Hin mangawsak gurat nd agar dl
Pt AN tNGRN R Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

% ;
Kepada Yth. Meilan, 80, JOMAR 5020
Bupak Dekan FISIP UMSU '
di
Medan,

Assalam ‘alaifamm wr, wh,

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas llom Sosial dan

Tlmu Politik UMSLU : i S A
Mama lengkap Jun Aﬁm
NPM o S
_ Jurusan ]'lm ﬁfl.ﬁ'l\m';ﬁq.x ?Hﬂ: R AR A T e
mengajukan pmmohnnan mengikuti Seminar. Propos 1 kripsi vang ditetapkan dengan Surat
udul Slcnpsj dan Pemhm:lhing No. 11, YSK/LINUMSU-03/F20 20  tanggal
TN 60lq.... e .. .dengan judul sebagai berikut :

‘Lm?laﬂm’m Peaturan Perah ok Médan Homoe 7 tahun 2002 Dlam

..................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bersama permohonan ini saya lampirkan

Surat Penetapan Judul Skripsi (SK = 1);

Surat Penetapan Pembirnbing (SE-2);

DEAM yang telah disahkan;

Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;

Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;

Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

13D L

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ueapkan terima kasih, Wassalamn,

Pernohon,

et

o e




Kepada

+ ¥ih, Dekan Falkulbtas [lmu Sosial dan Hmo Politik

Ul'niversiias Muhammadivah Sumatera Utara

i Tempat

Perihal : Permphonan Perubahan Judul Skripsi
Rismillzhirahmanirrahim

Assalan’alailom Wr. Wh

Drengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Mama Mahasiswa JUNL ARINI
NPM 603100066
Jurusan - llmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berilaut

Tmplementas: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002
Dalam Rangka Tzin Pelataran Parkir di Kota Medan

Menjadi:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomer 7 Tahun 2002 Dalam
Ranglka Pengelolaan Tzin Pelataran Parkir di Kot Medan

Demkianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapal pengurnsan selanjutmya,
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Thu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 29 Januar 2020

Hormat Pemohon,

(JUNI

Ketma Jurusan

{NALIL IRIAH, S.0P, M.Pd)
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SH-4
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN H MU POLITIK
UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPS!
Momor : 00S/MERM.3-AUMUMSU-03/Fi2020
Frogram studi . limu Administras! Negara
Hari. Tanogal - Jum'at, 24 Januari 2020
Waktu - D800 WIB sid. Selesal
Tempat . Ruang Kulish Gedung C UMSL
Pemimpin Seminar : Malll Khairiah, S.1P, M.Pd
Nomaor
Nao. Hama Mahaslswa Penyaji Pokok Doszen Penanggap Dosen Pembimbing Judlul Proposal Skripsi
Mahasswa
; : 4 IMPLEMENTAS! PERATURAN DAERAK KOTA MEDAK NOMOR 7 TAHUN 2002
IDOMN, 5 Sas, ME | S8, B, ; :
i 1603100068 | SYAFRUDDIN, 8,525, MH CEC AIER, .m Mo R DALAM RANGKA 21N PELATARAN PARKIR 0 KOTA MEDAN
= | " = IMPLEMENTAS| FERATURAN WALIKOTA MEDAN NOL23 TAHUM 2018 DALAM;
7 . 5 H | : B, M &
¢ | DEEI KRAIRUNNISA 1603100064 | Dve 5 EYAFRIZAL. k.30, Ph.y, MALIL KHAIRIAH, 5.0P, M. P4 RANGKA MENINGKATKAN ERISIENS] PELAYANAN PUBLIK O KOTA MEDAN
e g
& ll.l.lllll.,ll..-.___
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS JILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Momor . 244/UNDY 3-ALFUMSU-03/F 2020

Sk-10

Foaram Studi » limu Administrasi Publik

/)

M.Pd

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Vilakiu : 0730 s.d, Salssai
Tempat : Ruang LAE, FIZIP UMSLY
Notmor Pokok TIM PENGU.I
Na. Mama Mahaslewa Judu! Skripsi
Mahasiswa PENGUL | PENGUJI i PENGUJI I ;
. DEDIAMRIZAL S.S05,  |Drs. BANGUN = PENGARUH PENGAIASAN MELEKAT TERHADAR KINERJA ABARATUR
RS USRI R R \¢ L HAPITUPULL .81 O, R. KUSNADLMAP 151 aM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KOPERASI LYK KOTA LEDA
. KINERJA KEPEMAPINAN APARATUR PEMERINTAS DALAM PENGATASAN
I il I
2 | KHUMALA MUFLIHANA 1603190041 rmm% | AMRIZAL, S.8os., mﬁﬂmﬁ o D% RKUSNADLMAP | TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHLIBUNGAN PROVING!
. R SUMATERA UTARA
. _ ANANDAMBHARDIKA,  |DEDIAMRIZAL 8505, | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2003
I ) m (m : o ¥t : 7
& Pl [ |5 e SRR R MSi DALAM RAMGK A PENGSLOLAAN 1IN PELATARAN PARKIR Dl KGTA MEDAN
f PENGARLUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN
b. [
4 | FITRI RARIADAN] LUBIS 1503100038 |Ore. R KUSNADI, 1 AP m.“_” _znnﬂ%thg?_ mwu wﬁmﬂ o KINER 44 PEGAWAI DI LET WILAYAH 1V BADAN PENGELDLARN PAJAK DAN
Sos, M. [NAPTTUPULU, Wi RETRIEUS| DAERAH KEC. MEDAN BARAT DANKEC. MEDANTIMUR
i I =
P ey tiosrooona [VALLKHARIHSIE, | soe, agp|CTe: BANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGEUNAAN DANA

NAFITURULU, M.SI DEEA DI DESA PONDOK GAJAH KAB, BENER MERIAH

Madan, 12 Rajab 1441 H
07 Marat 2020 M

Panitia Ujian

Dr. ARIFIlYSALRH, 5,508, MSP,




' MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Jatan Kapten Muchtar Basi No, 3 Hledan 20238 Telp. (061) 524567 - (061) 6610450 Excl. 200-201 Fax. {061) 6625474
Ungage | Capdas | Terpereayy Webgite ; http-iwwwumsuacid  E-mall: rekionfumsu.ac.id

Ella merfawabs sursd o g disaliten
remar dan bmggalnga

Nomor  : 115/KET/IL3-AUUMSU-03/F/2020 Medan, 13 Jumadil Akhir 1441 H
Lampiran @ -- 07 Februari 2020 M
Hal : Mofton Diberikan izin

Penelitian Muolasiswn

Kepada Yih : Eepala Balithang Koin Medan
di-
Tempat.
Bissmillahirahmanirrahim
Assalamy’alatkum W Wb
Teriring salam semoga Bapak/lbu dalam kcadaan sehat wal’afint serta sukses dalam menjalankan
scgala aktivitas yang telah direncanakan

Uniuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyclesaian program studi jenjang Strata Satu
(51). kami mohon kiranya Bapak/Tbu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kamm :

MNama Mahasiswa : JUNI ARINI

NEM : 1603100066

Program Studi ¢ T Administrasi Pubdik

Semester - VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAT KOTA MEDAN NOMOR

7 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PENGELOLAAN IZIN
PELATARAN PARKIR DI KOTA MEDAN

Demilianlah kami sampaikan, atas perhafian dan kerja sama yang baik diveapkan terima kasih
Mashrun minallah, wassalamu “alatkum wr. wh.

Co: File



PEMERINTAH KOTA MEDAN

Jalan Kapten Maulkana Lubis Nomaor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mall : balitbangmedan@yahoo.cold. Websits | balitbang pemkomedan.go.il

SURAT REKCMENDASI PENELITIAN
HOMOR @ 070/ 13%-/Balitbang/2020

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jardasarkan Surat Eemmiunsan Walikota Medan Hemer: 57 Tahun 2001, Tanggel 13
Wovember 2001 dan Peraturan Wallketa Medan Womor: 55 Tabwin 2010, tanggal 24 Hevember
2010 tenlzng Tugas Fokok dan Fungsl Dadan Penelitian dun Pengembangan Hota Madan dan
aetelah merbaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Tlmu Sosial dap Ilmg Politik
Tniversitas Mohammadiyah  Sumatera tara. Homor 116/ERT/TT.3-AU/MSU=03/F/2020

Tanggal: 07 Februard 2020 Hal: Mohon Diberikan Tzin Penelitian Msahasiswa.

Badan Tenelltian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat
Bakomendasi Penelitian Kepada
[ama : Juni Arini.
WEM : 1603100066,
rrodi : Tlmu Bdministrasi publik.
Zokasi : Dinas Perhvhungan Eota Medan.
Fachil : Implementssi Paraturan Daerab ¥ota Medan Nomor 7 Tahun 2002
Dalam Rangka Pengelolaan Izin Pelataran Farkir U3 Kota Medan.
Lemanya : 13 a/d 27 Februari 2020.

Penanggunyg Jawab ¢ Dakan Fakpltas Ilmo Sosial dan 1lmn Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagal berikut :

1. Schelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada plupinarn

Crgenizasi Perangkal Dacrah lokasi Yang ditetapkan.
4. Mematuhi peraturan dan ketentvan yang beérlaku di lokasl Penelitian.

3, Tidak dibenarkan melakukan Fenslitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang,

telah direkomendasikan.

4, Egsil Tzin Penelitian diserankan kepada HKepala Balithang Kota Medan selambat

lambatnya 2 | dua ) bulan setelah Fegnelitian Dalem Bentuk Scft Copy.

£, surat rekomendasi Penelitisn dinydtakan batal apabils DEmeETEng
rokomendasi tidak mengindohken ketentwan atas peraturan yeng berlaki
Pemerintah Kota Medan.

6. Surcal rekemendasi  Penslitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

zarat

pada

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat diperqurnakan sebagaimana mestinys.

Dikelusrkan di : Mog-da B,
Fada Tanggal

K ), 19661208
\ g H““"’F"%}
Tembusan : ReE o) e

1. Walixota Medan (sebagal Laporan) -
%, Kepala Digas Perhvbungan Hota Medan.

4. Dekan Faksltas llmu Sosial dan Tlmo Polibik Universitas Mohammadiyah Sumalerc Utara.

. Yang bersangkatan.
. Pertinggal .



a2 E & PEMERINTAH KOTA MEDAN

4/’ DINAS PERHUBUNGAN

“:‘Q;\f'-,:-fﬁﬂ?«_f'f? E;ﬁ’ . :

WA e Ii,__;ﬁ Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Fos 20127
i q|-_-f—~<.,,.L cr&—’]m' Telp. (061) 8450542
o i

Medan, 18 Pebruari 2020
Nomor : 070/ 0678 /DISHUB/ 11/ 2020

Kepada Yth
Lamp. £ Dekan Fakultas llmuo Sosial dan Himua Politik
Perihal : Pernyataan Selesai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Melaksanakan Penelitian Di
Medan
Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Nomor : 070/172/Balitbang/2020 Tanggal 12 Pebruari 2020 Perihal : Surat
Rekomendasi Penelitian An. Juni Arini ; NPM : 1603100066 ; Judul Penelitian .
Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka
Pengelolaan Izin Pelataran Parkir Di Kota Medan.

2. Derkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah
selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAGKEPEGAWALAN DAN UMUM
DHVAS UNGAN KOTA MEDAN

X /
N - IVEEC®AHERLINA, SH.MSH
<%, D %+" PEMBINA

NIP. 19710312 199803 2 003



SURATFERNYATAAN

Suya yung bertanda tangan di baweah ini;

Mama “Juni Anini
NPM 11803100066
Jurusan limu Administrasi Publik

Judu) Skripsi :Implementasi Peratoran Daerah Kota Medan Nomor 7 Talwn
2002 Dalam Rangka Pengelolaan Izin Pelataran Parkir di Kom
hedan

Menyulakan bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini saya tidak
menggunakan riset dari fakultas, sebab skripsi yang saya buat tidak menggunakan
tempat riset yang resmi dan penelitian ini hersifat kualitatif.

Demikian pemyalaan yang saya buat, atas perhatiannys saya ucapkan
terima kasih.

Medan, 20 Juni 2020

Hormat Sava,

Jumi Arigd

|.|

Dmhl]i: I}ISHLI_}III, "
i Ketua Program Studi

(Dedi Amrizal, S.S0s. M.8i) (Natil Khairiah, S.1P., M.Pd)




